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MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020 

Tentang 

Pengaturan Badan Hukum Usaha Bersama Berdasarkan Undang-Undang 
 

Pemohon : Hj. Nurhasanah, dkk. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian (UU 40/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014  bertentangan dengan UUD 1945. 
Amar Putusan : 1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

1.1 Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” 
dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5618), bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.2 Menyatakan frasa  “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” 
dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5618), diubah sehingga menjadi diatur dengan 
Undang-Undang, sehingga selengkapnya Pasal 6 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), 
menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha 
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Undang-Undang”. 

1.3 Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan 
Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu 
paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. 

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

Tanggal Putusan : Kamis, 14 Januari 2021 
Ikhtisar Putusan : 

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang juga merupakan pemegang 
polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dan anggota Badan Perwakilan Anggota 
(BPA) AJB Bumiputera 1912. 

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji 
konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 



2 

 

Tahun 2014 tentang Perasuransian, terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. 

Bahwa para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan 
pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dan sebagai anggota BPA AJB Bumiputera 1912 
merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 karena hak 
konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat 
(1) UUD 1945 menjadi terhalangi. Berdasarkan uraian kedudukan hukum para Pemohon, 
menurut Mahkamah, secara faktual para Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak 
konstitusional yang dimilikinya dan hak dimaksud dapat dianggap dirugikan dan anggapan 
kerugian dimaksud menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila para 
Pemohon tetap menjalankan usaha perasuransian AJB Bumiputera 1912 yang didasarkan 
pada norma yang dimohonkan pengujian. Di samping uraian pertimbangan tersebut, menurut 
Mahkamah para Pemohon juga telah dapat menjelaskan  adanya hubungan sebab-akibat 
(kausalitas) antara kerugian hak-hak konstitusional yang dimilikinya yang dianggap dirugikan 
dengan berlakunya frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) UU 
40/2014 yang dimohonkan pengujian. Sehingga dengan demikian Mahkamah berpendapat, 
para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan a quo. 

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 32/PUU-XI/2013 dimana pertimbangan hukum dan amarnya memerintahkan kepada 
Pembentuk undang-undang untuk membuat norma bahwa Asuransi Usaha Bersama diatur 
lebih lanjut dengan undang-undang, dan Mahkamah memberi waktu dua tahun enam bulan 
kepada Pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Asuransi 
Usaha Bersama. Namun, ternyata Perubahan Undang-Undang tentang Perasuransian, in 
casu UU 40/2014 tidak mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-
XI/2013, yang menyatakan bahwa Asuransi Usaha Bersama diatur dengan undang-undang. 
Pembentuk undang-undang justru mendegradasinya menjadi mengatur dengan peraturan 
pemerintah. Oleh karena itu menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

Bahwa usaha bersama sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah 
amanat tegas agar negara membentuk perekonomian dengan asas kekeluargaan yang saling 
bergotong-royong untuk meningkatkan perekonomian demi memajukan kesejahteraan umum, 
bukan individu semata sebagai perwujudan tujuan dari Pembukaan UUD 1945.  

Bahwa sejarah perasuransian di Indonesia untuk pertama kali telah dibentuk 
perusahaan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) yang dikenal dengan AJB Bumi 
Putera 1912 yang bertahan sampai saat ini. Artinya, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 telah 
diejawantahkan bahwa usaha bersama yang dapat berbentuk koperasi maupun usaha 
bersama yang berbentuk perusahaan Asuransi Usaha Bersama yang dibentuk dengan tujuan 
untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Dan sesuai fakta sejarah mengenai Asuransi 
Usaha Bersama (mutual insurance) yang ada sejak sebelum Indonesia merdeka tersebut, 
pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Perasuransian sebelum dilakukan 
perubahan telah memberi penguatan terhadap Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance), 
yaitu dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian. Dengan demikian, keberadaan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) 
diakui dan diberi penguatan oleh pembentuk undang-undang untuk berkembang dan bersaing 
baik dengan usaha asuransi dalam bentuk perseroan maupun usaha asuransi dalam bentuk 
koperasi, dan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 
semakin mengukuhkan penguatan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) dengan 
memerintahkan pembentuk undang-undang dalam waktu dua tahun enam bulan sejak 
putusan diucapkan untuk membentuk dan mengundangkan Undang-Undang tentang Asuransi 
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Usaha Bersama di luar undang-undang tentang usaha perasuransian. Oleh karena itu 
berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Asuransi Usaha Bersama merupakan usaha 
yang harus dibentuk dengan undang-undang sebagai amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.  

 Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma dari undang-
undang adalah inkonstitusional dan kemudian diikuti amar yang memerintahkan kepada 
pembentuk undang-undang dalam jangka waktu tertentu untuk membentuk undang-undang 
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, maka kedua amar 
tersebut di samping mengandung amar yang bersifat constitutief atau declaratoir juga memuat 
amar yang bersifat penghukuman (condemnatoir). Artinya, amar putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut juga memuat perintah untuk melakukan suatu tindakan, yaitu membentuk 
undang-undang yang baru/tersendiri dalam jangka waktu dua setengah tahun sejak putusan 
itu diucapkan. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan yang berkekuatan 
hukum tetap tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam 
Pasal 10 ayat (1) UU MK. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi semua pihak sejak putusan itu diucapkan, 
terutama dalam hal ini pembentuk undang-undang. Menurut Mahkamah, tindakan tidak 
mentaati putusan adalah ‘pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang juga 
merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi’. Hal tersebut berakibat adanya 
ketidakpastian hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibat lainnya 
adalah terjadinya penundaan keadilan (constitutionalism justice delay) yang basisnya adalah 
nilai-nilai konstitusi Indonesia. Akibat hukum lain yang dapat ditimbulkan adalah ketidaktaatan 
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memunculkan rivalitas lembaga negara 
yang diperlihatkan oleh DPR dan Presiden melalui pembentukan undang-undang yang 
dikeluarkan seolah mengabaikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, 
keadaan demikian tentu dapat menyebabkan ketidakstabilan negara hukum utamanya 
penegakan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Selain itu  
ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah pengabaian terhadap UUD 
1945. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi karena alasan-alasan yang bersifat kekinian 
sehingga tidak tepat lagi untuk diakomodir/dipenuhi atau tidak dapat dilaksanakan oleh 
pembentuk undang-undang ataupun pihak lain, sepanjang alasan tersebut berkaitan dengan 
konstitusionalitas suatu norma, bukan semata-mata alasan yang bersifat teknis dan pragmatis, 
maka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi demikian dapat diajukan pengujian kembali 
untuk dilakukan  ‘peninjauan’ terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan bukan 
dengan sengaja menafsirkan putusan tersebut dan kemudian tidak mentaatinya. 

Bahwa tindakan pembentuk undang-undang yang menafsirkan berbeda dari maksud 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 merupakan tindakan yang keliru 
bahkan secara faktual tindakan pembentuk undang-undang yang tidak melaksanakan putusan 
Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan eksekutorial merupakan bentuk ketiadaktaatan 
terhadap hukum. Terlebih lagi, pembentuk undang-undang secara sadar menafsirkan lain 
yang justru mendegradasi amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang telah dipertimbangkan 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013.  Alasan pembentuk 
undang-undang ketika membentuk UU 40/2014 bukan merupakan alasan konstitusional tetapi 
alasan teknis-pragmatis. Seharusnya pembentuk undang-undang membuat undang-undang 
mengenai Asuransi Usaha Bersama agar menjadi maju dan berkembang sehingga dapat 
bersaing dengan asuransi perseroan dan asuransi koperasi. Sebagaimana di negara-negara 
lain. Penguatan eksistensi Asuransi Usaha Bersama juga  mencerminkan adanya tekad dari 
negara dalam mempertahankan warisan kultur dan semangat gotong royong (legacy) dalam 
membangun perekonomian yang hingga saat ini masih relevan dibutuhkan yang menjadi ciri 
utama falsafah bangsa Indonesia. 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan 
para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan UUD 
1945 beralasan menurut hukum, yaitu mengganti frasa yang semula berbunyi “diatur dalam 
Peraturan Pemerintah”  menjadi “diatur dengan undang-undang”, sehingga ketentuan Pasal 6 
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ayat (3) UU 40/2014 selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum 
usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang”. 
Perubahan norma dimaksud semata-mata agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, 
khususnya Pasal 33 ayat (1) yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Oleh karenanya, adalah tindakan 
inkonstitusional jika pembentuk undang-undang menafsirkan lain atau berbeda dengan apa 
yang telah diputuskan oleh Mahkamah. Untuk menyelesaikan pembentukan Undang-Undang 
tentang Asuransi Usaha Bersama sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah 
berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. 
Waktu dua tahun adalah waktu yang cukup bagi pembentuk undang-undang (DPR dan 
Presiden) untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama (mutual 
insurance). 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan 
putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

1.1 Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 

1.2 Menyatakan frasa  “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5618), diubah sehingga menjadi diatur dengan 
Undang-Undang, sehingga selengkapnya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5618), menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum 
usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-
Undang”. 

1.3 Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang 
Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini 
diucapkan. 

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 

Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim 
Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, yang memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 

Bahwa para Pemohon tidak dapat menguraikan apa sesungguhnya kerugian hak 
konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 6 ayat (3) UU 
40/2014, sehingga tidak ada hubungan kausal (causal verband) antara kerugian para 
Pemohon dengan berlakunya norma pasal a quo. Dengan demikian seharusnya Mahkamah 
menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan 
pengujian norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014.  

Bahwa andaipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, tidak terdapat 
pula persoalan konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 dikarenakan Pasal 6 ayat 
(1) UU 40/2014 menentukan bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian 
adalah perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama. Badan hukum usaha bersama 
dimaksud adalah usaha bersama yang telah ada pada saat UU 40/2014 diundangkan yang 
dikukuhkan oleh UU a quo sebagai badan hukum usaha bersama. Sampai saat UU a quo 
diundangkan hanya ada satu badan hukum usaha bersama yaitu AJB Bumiputera 1912. UU 
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a quo telah ternyata tidak hanya mengukuhkan AJB Bumiputera 1912 sebagai badan hukum 
usaha bersama tetapi juga mengatur secara garis besar mengenai tata kelola penyelenggara 
perasuransian oleh badan hukum usaha bersama. Lebih lanjut, UU 40/2014 menjelaskan 
bahwa apabila di kemudian hari setelah UU 40/2014 diundangkan ada pihak-pihak yang akan 
menyelenggarakan usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum 
syariah, atau usaha asuransi jiwa syariah dengan bentuk usaha bersama, UU a quo 
menjelaskan agar bentuk badan hukumnya didorong berbentuk koperasi dengan 
pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan  Dengan demikian, Pembentuk UU 40/2014 pada prinsipnya telah 
melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 walaupun tidak 
diatur dalam undang-undang tersendiri. Selain itu, UU 40/2014 tidak hanya mengukuhkan 
status badan hukum usaha bersama tetapi juga mengatur tata kelolanya, di mana untuk 
pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dalam PP 87/2019. 

 

 

 

 

 


